BAB I1
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
2.1.1 Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Sepanjang sejarah pendidikan, istilah pendidikan kewarganegaraan
telah beberapa kali mengalami perubahan. Dahulu PPKn dikenal dengan
pelajaran Civics, kemudian Pendidikan Moral Pancasila, berkembang
menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, hingga sampai pada
Pendidikan Kewarganegaraan. “Pada tahun 1973 melalui Tap. MPR No. 1V/
MPR/ 1973 bidang studi ini diinstruksikan untuk masuk dalam kurikulum
sekolah dari sekolah taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri
maupun swasta” (Daryono, dkk., 2008, him. 1). Hal ini dikarenakan
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan sebuah pendidikan
aplikatif yang pembelajarannya bukan hanya menuntut penguasaan materi,
melainkan juga harus ada penerapan dalam kehidupan. Implementasi itu
dapat terwujud dengan adanya pengetahuan dan pembiasaan yang dilakukan
berkala sejak dini hingga akhir hayat.

Somantri (2001, hlm. 159)  mendefinisikan  pendidikan
kewarganegaraan sebagai “seleksi dan adaptasi dari lintas disiplin ilmu —
ilmu sosial, ilmu kewargaanegaraan, humaniora dan kegaiatan dasar manusia
diorganisasikan dan disajikan secara psikologi dan ilmiah untuk mencapai
salah satu tujuan pendidikan IPS”. Seleksi dan adaptasi itu bermakna bahwa
pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah disiplin ilmu yang kolaboratif
dari berbagai ilmu sosial lain yang menjadi kesatuan utuh sehingga kaya akan
pengetahuan dan nilai. Sementara pendidikan kewarganegaraan menurut
Departemen Pendidikan Nasional (2006, him. 49) ialah “mata pelajaran yang
memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu
melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara
Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh
Pancasila dan UUD 1945”. Berdasarkan definisi tersebut, pendidikan

kewarganegaraan dapat diartikan sebuah mata pelajaran yang bertujuan untuk
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membentuk warga negara yang paham akan hak dan kewajibannya
berdasarkan pada landasan idil dan konstitusional.

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia menurut Winataputra
(dalam Winarno dan Wijianto, 2010, him. 5) “sebagai citizenship education
yang secara subtantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warga
negara yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur dan proses pendidikan”.
Artinya pendidikan kewarganegaraan mengemban tanggung jawab dalam
membentuk kognitif, karakter, dan kepribadian warga negara agar mampu
menjadi seorang warga negara yang diharapkan. Istilah Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan itu sendiri memiliki lima status, yaitu:

a. Sebagai mata pelajaran di sekolah

b. Sebagai mata kuliah di perguruan tinggi

c. Sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan
sosial dalam kerangka program pendidikan guru

d. Sebagai program pendidikan politik

e. Sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran yang
dikembangkan sebagai landasan kerangka pikir mengenai pendidikan
kewarganegaraan dalam status pertama, kedua, ketiga, dan keempat

(Winarno dan Wijianto, 2010, him.5)

Berbagai istilah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut
mengarah pada satu tujuan utama yaitu mendidik warga negara agar
senantiasa dapat memahami makna berbangsa dan bernegara serta dapat
menjadi manusia yang bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan, baik dalam
kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, maupun negara.

Di Indonesia, penanaman nilai-nilai, sikap, dan kepribadian kepada
peserta didik dilakukan salah satunya melalui Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan. Penumbuhan kesadaran, sikap, dan perilaku yang
berlandaskan nilai-nilai Pancasila pada diri setiap warga negara Republik
Indonesia merupakan misi dan tanggung jawab dari PPKn. Warga negara
diharapkan mampu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam segala
aspek berkehidupan dan bernegara. “Kualitas warga negara tergantung pada
keyakinan dan pegangan hidup mereka dalam bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara” (Setiadi, 2007, him. 3). Pegangan hidup yang dimaksud ialah

falsafah hidup bangsa yakni Pancasila.
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Setiadi (2007) menyebutkan mengenai penejelasan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang
menegaskan bahwa:

Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang
diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu: perilaku
yang memancarkan iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama;
perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab; perilaku
yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang memiliki
beragam agama, kebudayaan, dan kepentingan; perilaku yang
mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di
atas kepentingan perorangan dan golongan, sehingga perbedaan
pemikiran, pendapat maupun kepentingan diatasi melalui musyawarah
dan mufakat; dan perilaku yang mendukung upaya untuk
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (him. 4).
Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut diketahui bahwa
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat erat kaitannya dengan
nilai-nilai moral yang berlandaskan kepada ideologi bangsa yaitu Pancasila.
“Moral tidak dapat dilepaskan dari unsur rasio, sehingga moral pun harus
juga mempertimbangkannya dari segi rasio. Tingkah laku baik secara moral,
selalu merupakan tingkah laku yang rasional, suatu tingkah laku yang sengaja
dilakukan, dilakukan secara mau dan tahu” (Daryono, dkk., 2008, him. 14).
Tingkah laku yang bermoral itu sejalan dengan nilai-nilai yang ditetapkan
dalam Pancasila. Kesadaran untuk bertingkah laku sesuai dengan nilai moral
tersebut dilakukan atas adanya keinginan dan pengetahuan yang mendasari
pemikiran atau rasional seseorang bahwa tingkah laku tersebut memang baik
dan benar untuk diterapkan. Oleh karena itulah, Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan dirumuskan dalam sistem pendidikan nasional agar dapat
membentuk keperibadia warga negara yang bermoral sesuai dengan nilai-
nilai ideologi Pancasila.
2.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan PPKn
Visi  dari  penyelenggaraan  Pendidikan =~ Pancasila  dan
Kewarganegaraan di Indonesia secara garis besar yaitu “sebagai sumber
pedoman dan nilai untuk mengembangkan program studi yang berguna
mengantarkan siswa dan mahasiswa untuk bisa memantapkan kepribadian

bangsa seutuhnya” (Malinda, 2016). Kepribadian bangsa yang utuh
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bersumber dari nilai-nilai bangsa yang dianut dalam ideologi negara,
Pancasila.

Sementara itu, dalam mewujudkan suatu visi maka perlu dirumuskan
pula misi sebagai langkah untuk mengimplementasikan visi tersebut. Adapun
misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu ialah “membantu siswa
dan mahasiswa meneguhkan pendiriannya sebagai warga negara yang
konsisten mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Pendidikan Kewarganegaraan juga membantu mewujudkan pribadi bangsa
yang nasionalis dan religious untuk terus dikembangkan hingga generasi
selanjutnya” (Malinda, 2016). Upaya meneguhkan pendirian tersebut
dibuktikan dengan diberlakukannya kewajiban untuk mempelajari
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada setiap jenjang pendidikan,
mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.

Selain memiliki visi dan misi khusus, Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan juga mempunyai tujuan pembelajaran yang bersifat lebih
luas. Tujuan utama PPKn adalah to make a good and smart citizen atau
dengan kata lain adanya pendidikan kewarganegaraan adalah untuk
mewujudkan warga negara yang baik dan cerdas. Hal ini sejalan dengan
pemikiran yang dikemukakan oleh Somantri (2001, him. 279) yaitu “tujuan
umum pendidikan kewarganegaraan ialah mendidik warga negara agar
menjadi warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan sebagai warga negara
yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama,
demokratis Pancasila sejati”. Teori tersebut menyiratkan tentang karakteristik
seorang warga negara yang dapat dikategorikan sebagai warga negara yang
baik yang merupakan tujuan mendasar dari adanya pendidikan
kewarganegaraan. Sedangkan tujuan pembelajaran PPKn dalam Departemen
Pendidikan Nasional (2006, him. 49) adalah untuk memberikan
kompetensi sebagai berikut:

a. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu
Kewarganegaraan.

b. Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak
secara sadar dalam Kkegiatan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
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c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri
berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat
hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.

d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara
langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Berdasarkan penjabaran di atas, tujuan pembelajaran PPKn mencakup

kepada aspek kehidupan warga negara serta hubungan warga negara tersebut
dengan negara. Seorang warga negara yang baik tentu dinilai mampu
menyelaraskan peran pribadinya dalam kehidupan baik sebagai individu,
masyarakat, warga negara, maupun warga dunia.

“Rumusan warga negara yang baik (good citizen) demikian itu sangat
ideal dan abstrak. Maka dari itu rumusan warga negara yang baik akan
berbeda dan senantiasa berkembang disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi,
latar belakang, kepentingan, nilai-nilai dasar, dan konstitusi dari negara yang
bersangkutan” (Winarno dan Wijianto, 2010, him. 7). Pada setiap negara di
dunia memiliki definisi tersendiri mengenai kategori warga negara yang baik.
Hal ini dapat terjadi karena nilai-nilai moral yang dianut oleh tiap negara
berbeda-beda.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, “warga negara yang baik adalah warga negara yang
demokratis dan bertanggung jawab, serta mampu memenuhi tujuan
pendidikan nasional lainnya seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, berilmu, cakap, mandiri, memiliki rasa kebangsaan dan
cinta tanah air”. Pemahaman dari ketentuan tersebut tidak jauh berbeda
dengan grand teori pendidikan kewarganegaraan yang telah dikemukakan
oleh Somantri (2001, him. 279) yakni ‘warga negara yang baik merupakan
tujuan dari pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan’. Hal ini
mengindikasikan bahwa pencapaian tujuan pendidikan kewarganegaraan
ialah terwujudnya Warga Negara Indonesia yang baik, yang memenuhi
kriteria menurut ketentuan undang-undang.

“PPKn berusaha membentuk manusia seutuhnya sebagai perwujudan
kepribadian Pancasila, yang mampu melaksanakan pembangunan masyarakat

Pancasila. Tanpa PPKn, segala kepintaran atau akal, ketinggalan ilmu
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pengetahuan dan teknologi, keterampilan dan kecekatan, tidak memberi
jaminan pada terwujudnya masyarakat Pancasila” (Daryono, dkk., 2008, him.
29). Urgensi dari PPKn tersebut terbentuk karena pada Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan bukan hanya memperhatikan pengembangan
kemampuan kognitif (aspek pengetahuan) tetapi juga melatih kemampuan
afektif (aspek sikap) dan psikomotor (aspek keterampilan) peserta didik.

Menurut Winarno (2013, him. 60), “dalam rangka membentuk warga
negara yang cerdas, berkarakter dan terampil, tujuan pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai tiga kategori yaitu pengembangan
civic knowledge, civic disposition dan civic skill“. Pada praktik pembelajaran
PPKn, guru dituntut untuk bisa melaksanakan tujuan pembelajaran sesuai
dengan pengembangan tiga kategori tersebut. Tujuan pembelajaran PPKn
yang dimaksud adalah terwujudnya warga negara yang baik berdasarkan atas
optimalisasi segala aspek kehidupan.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan tersebut sejalan dengan fungsi
dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Pada Permendiknas No. 22
Tahun 2006 menyebutkan, “mata pelajaran Kewarganegaraan berfungsi
sebagai wahana untuk membentuk warga Negara yang cerdas, terampil dan
berkarakter yang setia pada bangsa Indonesia dalam kebiasaan berpikir dan
bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945”. Makna dari
ketentuan tersebut adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bukan
hanya berfungsi pada pengembangan kognitif yang berkaitan dengan
kecerdasan, tetapi juga mementingkan aspek afektif dan psikomotor yang
menekankan pada perilaku atau karakter yang harus sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Fungsi pendidikan kewarganegaraan dari ketentuan peraturan
perundang-undangan itu juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan
oleh Somantri (2001, him. 166), yaitu “usaha sadar yang dilakukan secara
ilmiah dan psikologis untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta
didik agar menjadi internalisasi moral Pancasila dan pengetahuan
Kewarganegaraan untuk melandasi tujuan nasional yang diwujudkan dalam

intergritas pribadi dan perilaku sehari-hari”. Berdasarkan pada fungsi
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tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu diinternalisasi dan
diaplikasikan  sebagai  integritas  kepribadian. Maka pendidikan
kewarganegaraan sebaiknya dibelajarkan secara dinamis agar dapat menarik
perhatian peserta didik dalam mengembangkan pemahaman baik materi
maupun keterampilan intelektual dan partisipasi yang menghasilkan
pemahaman utuh tentang konsep negara dan warga negara.

“PKn diarahkan pada upaya pemberdayaan siswa menjadi manusia
yang bermartabat, mampu bersaing dan unggul dalam berbagai hal di
zamannya, serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi
kehidupan di lingkungannya” (Ananda, 2017, him. 24). Kondisi ini
memposisikan  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai
pendukung proses pembentukan karakter, moral, serta pengembangan
wawasan bagi peserta didik. Dengan demikian, Pendidikan Panasila dan
Kewarganegaraan memiliki fungsi yang sangat penting dalam membangun
karakter setiap warga negara agar mampu memiliki identitas, intelektualitas,
serta integritas berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945.

2.1.3 Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional menjelaskan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan merupakan
usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan
dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dan negara agar
menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh Bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia”. Hal yang ditekankan dalam ketentuan ini
adalah hubungan antara warga negara dan negara yang harus dibangun
dengan baik dan selaras.

Sumarsono, (2007, him. 7) menyebutkan bahwa melalui pendidikan
kewarganegaraan, warga negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
diharapkan mampu ‘“memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-
masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negaranya secara
berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti

yang digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
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Indonesia Tahun 1945”. Dengan kata lain, setiap warga negara diyakini dapat
mewujukan cita-cita nasional berdaskan pada pemahaman menyeluruh terkait
pendidikan kewarganegaraan.

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dicantumkan lima nilai dasar yang menjadi pedoman
hidup berbangsa dan bernegara yang dikenal dengan istilah Pancasila.
Melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itulah seorang warga
negara dididik untuk mampu menginternalisasi kelima nilai dasar tersebut
dalam seluruh aspek kehidupannya.

Secara lebih spesifik, pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang
dibelajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan mencakup beberapa aspek
ruang lingkup. Ruang lingkup PPKn tersebut bersumber dari Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang meliputi “persatuan dan
kesatuan bangsa, norma, hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan
warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila serta
globalisasi”. Adanya ruang lingkup itu dimaksudkan agar pembelajaran
pendidikan kewarganegaraan dapat terarah dengan tepat sesuai dengan
kepentingan tujuan nasional.

Strategi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pembelajaran merupakan kegiatan atau proses belajar dan mengajar.
Menurut Uno (2011, him. 2) “pembelajaran memiliki hakikat perencanaan
atau desain sebagai upaya untuk membelajarkan siswa”. Sehingga dalam
pembelajaran terdapat beberapa komponen pembelajaran seperti pendidik,
peserta didik, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Bruner (dalam Budiningsih, 2012, him 11) menjelaskan bahwa ‘teori
pembelajaran adalah perspektif dan teori belajar adalah diskriptif’. Dikatakan
perspektif karena tujuan dari teori pembelajaran ialah menetapkan metode
pembelajaran yang optimal, sedangkan disebut diskriptif karena tujuan dari
teori belajar adalah hasil proses belajar. Singkatnya, teori pembelajaran
memfokuskan terhadap kegiatan pembelajaran dan teori belajar menekankan

pada hasil belajar.
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Pembelajaran (instruction) juga didefinisikan sebagai “usaha untuk
membuat peserta didik belajar atau kegiatan untuk membelajarkan peserta
didik” (Warsita, 2008, hlm. 85). Dengan kata lain, pembelajaran merupakan
upaya dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar. Selain itu menurut
Miarso (dalam Warsita, 2008, hlm. 85), “pembelajaran disebut juga kegiatan
pembelajaran (instruksional) yaitu usaha mengelola lingkungan dengan
sengaja agar seseorang membentuk diri secara positif dalam kondisi tertentu”.
Artinya pembelajaran dalam hal ini bukan hanya bertujuan untuk terjadinya
kegiatan belajar, tetapi tercipta pula pengelolaan lingkungan agar seluruh
peserta didik dapat menjadi seseorang yang terdidik melalui lingkungan yang
positif.

Berdasarkan berbagai pengertian dari pembelajaran tersebut,
diketahui bahwa pembelajaran adalah tingkat lanjutan dari proses belajar.
Kegiatan belajar dapat dilakukan secara mandiri, namun kegiatan
pembelajaran melibatkan beberapa komponen yang terutama terdiri dari
pendidik dan peserta didik. Pembelajaran berorientasi kepada pengoptimalan
upaya kegiatan belajar dan mengajar.

Kegiatan pembelajaran mengandung sejumlah komponen, diantaranya
meliputi tujuan, bahan pembelajaran, metode, alat, sumber, evaluasi,
pendidik, dan peserta didik. Selain memiliki komponen, pembelajaran sebagai
suatu sistem kegiatan belajar mengajar juga mempunyai ciri-ciri atau
karakteristik. Darsono (2002, him. 24) menjabarkan ciri-ciri pembelajaran
sebagai berikut:

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara
sistematis.

b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa
dalam belajar.

c. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan
menantang bagi siswa.

d. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan
menyenangkan bagi siswa.

e. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran baik
secara fisik maupun psikologis.

Ciri-ciri di atas menggambarkan bahwa pembelajaran merupakan
kegiatan yang terencana. Artinya dalam sebuah pembelajaran, butuh adanya
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persiapan yang matang sebelum diterapkan. Susunan kegiatan juga harus
dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan rancangan kegiatan.
Setelah pembelajaran selesai dilakukan pun, pendidik tidak boleh serta-merta
mengabaikan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan, tetapi harus
merefleksi dan mengevaluasi hasil dari kegiatan pembelajaran yang
dilakukan. Adapun peserta didik sebaiknya sudah mempelajari materi yang
hendak diajarkan agar ketika pembelajaran berlangsung, peserta didik telah
siap mengikuti pembelajaran dan mengetahui materi-materi yang diajarkan
tersebut secara jelas.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah suatu
pembelajaran yang mengutamakan pengembangan nilai-nilai  dan
intelektualitas seorang warga negara. Namun dibandingkan dengan aspek
kecerdasan, nilai-nilai lebih menjadi perhatian atau fokus dari pembelajaran
pendidikan kewarganegaraan. Alisyahbana (dalam Winataputra dan
Budimansyah, 2012, him. 178) menyatakan bahwa “nilai merupakan
kekuatan perekat-pemersatu dalam diri, masyarakat, dan kebudayaan”.
Maknanya ialah suatu nilai yang disepakati dan berlaku di tengah masyarakat
itu dapat menjadi sarana dalam upaya pemersatu bangsa. Hal itu karena
melalui kesamaan nilai, setiap individu dalam masyarakat akan memiliki
keterikatan satu sama lain yang pada akhirnya membuat kesatuan paham atau
pandangan terhadap nilai tersebut.

Oleh sebab Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menitik
beratkan kepada internalisasi nilai dalam diri warga negara, “maka proses
pendidikan seyogyanya bukan hanya sebagai proses pendidikan berpikir
tetapi juga pendidikan nilai dan watak serta perilaku” (Winataputra dan
Budimansyah, 2012, him. 180). Pendidikan nilai, watak, dan perilaku itu
sesungguhnya bukan hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan
formal, tetapi seluruh komponen lingkungan peserta didik harus mampu
mendukung pengembangan pendidikan tersebut.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam aspek nilai-nilai di
lembaga pendidikan itu sendiri dapat diwujukan dengan pemberian teladan

dan pembiasaan kepada peserta didik. Menurut Winataputra dan
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Budimansyah (2012, hlm. 179), “proses pendidikan tidak bisa dilepaskan dari
proses kebudayaan yang pada akhirnya akan mengantarkan manusia menjadi
insan yang berbudaya dan berkeadaban”. Pendapat tersebut dapat dimaknai
bahwa nilai-nilai dalam Pendiikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat
dibelajarkan melalui pembudayaan agar terbentuk suatu keberadaban. Maka
dari itu, pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib yang
harus ditempuh seluruh warga negara Indonesia dalam setiap jenjang
pendidikan karena proses pembudayaan tersebut memerlukan adaptasi dan
adobsi nilai yang berkala dan berkelanjutan.
Media Pembelajaran
2.3.1 Pengertian Media Pembelajaran

Keberadaan media sangat penting pada era modern saat ini. Media
memberikan pengaruh yang besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk
salah satunya vyaitu aspek pendidikan. Menurut Soeparno (1988, him.
1) “media adalah alat yang dipakai sebagai saluran untuk menyampaikan
suatu pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerimanya”. Pesan
atau informasi itu disampaikan melalui media sebagai perantaranya.
Sedangkan menurut Sadiman (2008, him. 7) “Media adalah segala sesuatu
yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima
sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat serta perhatian
peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi”. Singkatnya
media merupakan sarana penyampai pesan yang dapat mempermudah dan
memberikan efektivitas dalam kinerjanya.

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah
berarti tengah, perantara atau pengantar. Secara lebih khusus,
pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan
sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap,
memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal
(Arsyad, 2010, him. 3).

Berdasrkan pendapat di atas, media dalam pembelajaran dapat
dikategorikan sebagai sarana pendukung proses pembelajaran yang bersifat
visual maupun verbal. Selain diartikan secara harfiah, “kata media juga
merupakan bentuk jamak dari kata medium yang memiliki arti perantara atau

pengantar. Medoe adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke
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penerima pesan” (Sadiman, 2008, him. 6). Dengan kata lain, media adalah
sebuah alat pengantar informasi.

Media menurut Gagne (dalam Sadiman, 2008, hilm. 6) adalah
“berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat
merangsangnya untuk belajar”. Komponen tersebut dapat meliputi segala
sesuatu yang bisa menimbulkan motivasi peserta didik dalam belajar, seperti
penerapan permainan atau penayangan film yang edukatif. Sementara itu
Brings (dalam Sadiman, 2008, him. 6) juga menyampaikan pendapat bahwa
“media ialah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang
siswa untuk belajar”. Spesifikasi dalam pendapat ini ialah alat fisik, yang
artinya media tersebut harus berwujud nyata seperti menggunakan globe
(miniatur bola dunia).

Sedangkan media pembelajaran menurut Gagne dan Briggs (dalam
Arsyad, 2010, him. 4), meliputi “alat yang secara fisik digunakan untuk
menyampaikan isi materi pengajaran misalnya buku, tape-recorder, kaset,
film, video, slide, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer”. Alat-alat
tersebut dapat menjadi suatu sumber pembelajaran dengan mengaitkannya
dengan materi ajar yang telah ditentukan.

2.3.2 Tujuan Media Pembelajaran

“Media pembelajaran bertujuan untuk menstimulus lahirnya proses
pembelajaran yang aktif dan kreatif. Guru dituntut mampu memanfaatkan
media pembelajaran, yaitu media yang terpilih dan sesuai dengan
pembelajaran Pkn” (Hidayah, dkk., 2016, him. 91). Penggunaan media dalam
pembelajaran dapat merangsang keaktifan dan kreativitas peserta didik
karena sesungguhnya media memiliki daya tarik yang mampu mengalihkan
perhatian peserta didik.

“Sesuai dengan perkembangan zaman pada saat sekarang ini yang
ditandai dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi,
komunikasi dan informasi, peserta didik lebih senang dengan materi yang
disajikan melalui media yang aplikatif dan realistis” (Ananda, 2017, him. 25).
Melalui pemanfaatan media pembelajaran yang aplikatif tersebut, peserta
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didik akan lebih temotivasi untuk memperhatikan dan menyimak materi
pelajaran yang disampaikan.

Berbeda dengan pembelajaran konvensional, pembelajaran dengan
menggunakan media tentu dirasakan lebih menyenangkan. Hidayah (2016,
hlm. 91) mengatakan bahwa ‘“penggunaan pembelajaran konvensional ini
menimbulkan pengaruh terhadap minat belajar, dimana siswa seringkali
merasa bosan dengan media pembelajaran yang sama yang digunakan secara
terus menerus setiap pembelajaran PKn*. Oleh karena itu, kehadiran media
dalam pembelajaran PPKn bisa menjadi sebuah alternatif tindakan dalam
mengatasi masalah kejenuhan terhadap pembelajaran konvensional bagi
peserta didik.

2.3.3 Urgensi Media Pembelajaran

“Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar ikut membantu
guru memperkaya wawasan anak didik. Media diakui sebagai alat bantu
auditif, visual, dan audiovisual” (Djamarah dan Zain, 2006, him. 123).
Artinya media mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Sehingga secara
disadari maupun tidak, penggunaan media dapat mengasah kemampuan
pendengaran dan penglihatan, bahkan kemampuan lain seperti kemampuan
mengamati dan menganalisa.

Selain sebagai alat bantu dan sumber belajar dalam proses
pembelajaran, media juga memiliki beberapa fungsi lain. Nana Sudjana
(dalam Djamarah dan Zain, 2006, hlm. 134) merumuskan fungsi media
pengajaran menjadi beberapa kategori, sebagai berikut:

a. Penggunaan media mempunyai fungsi tersendiri sebagai alat bantu
untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif.

b. Penggunaan media pengajaran merupakan bagian yang integral dari
keseluruhan situasi mengajar.

c. Penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk
mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa
memahami materi.

d. Penggunaan media untuk meningkatkan mutu belajar mengajar.

Berbagai fungsi dari media pengajaran tersebut membuat
pembelajaran menjadi lebih interaktif. Keberadaan media dalam

pembelajaran dapat membantu proses pengajaran agar peserta didik mudah
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memahami dan tertarik terhadap materi yang dijelaskan. Pemanfaatan media
ini sangat cocok diterapkan dalam sebuah pendidikan, salah satunya
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

“Media pembelajaran PKn sebagai salah satu komponen
pembelajaran, tidak dapat luput dari pembahasan sistem pembelajaran secara
menyeluruh. Pemanfaatan media merupakan bagian yang harus mendapat
perhatian guru dalam setiap kegiatan pembelajaran” (Solihatin, 2012, him.
183). Pada pembelajaran PKn sangat perlu mengoptimalkan penggunaan
media agar pembelajaran dapat berlangsung efektif dan efisien. Secara
khusus, Solihatin (2012, him. 186) menjabarkan mengenai manfaat media
pembelajaran PKn yakni:

Pembelajaran dapat menjadi lebih jelas dan menarik, proses

pembelajaran menjadi lebih interaktif, adanya efisiensi dalam waktu

dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, menumbuhkan
sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar, serta dapat
mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif.

Melalui penggunaan media, diharapkan muncul paradigma baru
bahwa PPKn bukan lagi menjadi sebuah mata pelajaran yang sulit dan
membosankan, tetapi pelajaran ini juga dapat menarik dan menyenangkan.
Apabila peserta didik telah mengubah pola pikirnya terhadap PPKn, maka
materi yang dipelajari lebih memungkinkan untuk dipahami dengan baik.
2.3.4 Pemilihan dan Pemanfaatan Media Pembelajaran

Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti yang
sangat penting. Karena dalam kegiatan tersebut ketidak jelasan bahan yang
disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara.
Kerumitan materi yang hendak disampaikan kepada peserta didik dapat
disederhanakan dengan bantuan media. “Media dapat mewakili apa yang
kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Bahkan
keabstrakan bahan dapat dikonkretkan dengan kehadiran media” (Djamarah
dan Zain, 2006, hlm. 120). Sehingga keberadaan media bukan haya
bermanfaat bagi kegiatan belajar peserta didik, tetapi juga bisa lebih

memudahkan pendidik dalam menyampaikan suatu materi ajar.
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Menurut Soeparno (1988, him. 8) menyebutkan ada beberapa alasan
memilih media dalam proses belajar mengajar, antara lain:

a. Ada berbagai macam media yang mempunyai kemungkinan dapat
kita pakai di dalam proses belajar mengajar.

b. Ada media yang mempunyai kecocokan untuk menyampaikan

informasi tertentu.

Ada perbedaan karakteristik setiap media.

. Ada perbedaan pemakai media tersebut.

e. Ada perbedaan situasi dan kondisi tempat media dipergunakan.

Qo

Dari penjabaran ahli tersebut, diketahui bahwa pemilihan media
dalam proses pembelajaran dilakukan dengan menyesuaikan berbagai aspek
seperti jenis media yang dapat digunakan, keselarasan media dan bahan ajar,
serta situasi dan kondisi dari lokasi media itu digunakan. Oleh sebab itu,
penggunaan media sebagai alat bantu pengajaran tidak bisa sembarangan
diterapkan. Melainkan harus memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan
pembelajaran.

Pembelajaran dengan menggunakan media perlu dirancang dan
dikembangkan secara tepat dan efektif. Media yang interaktif dapat
memenuhi kebutuhan belajar para peserta didik melalui pemanfaatannya
yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang diperlukan. Dalam hal ini,
Arsyad (2010, him. 82) membagi media berdasarkan basis penggunaannya,
antara lain:

a. Media Berbasis Manusia, adalah media yang mengajukan dua teknik
efektif, yaitu rancangan yang berpusat pada masalah dan bertanya ala
Socrates.

b. Media Berbasis Cetakan, adalah media yang paling umum dikenal,
meliputi buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembar lepas.

c. Media Berbasis Visual, adalah media yang dapat memperlancar
pemahaman dan memperkuat ingatan. Agar menjadi efektif, visual
sebaiknya ditempatkan pada konteks yang bermakna dan siswa harus
berinteraksu dengan visual untuk meyakinkan terjadinya proses
informasi.

d. Media Berbasis Audi-Visual, adalah media yang memerlukan
persiapan banyak, rancangan, dan penelitian.

e. Media Berbasis Komputer, media yang mengandalkan computer
sebagai manajer dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan
nama Computer-Managed Instruction (CMI).

Kelima jenis media ini pada dasarnya dapat dimanfaatkan sebagai

sarana sumber pembelajaran. Pembelajaran yang baik bersumber dari
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berbagai literatur sehingga pengkombinasiaan media tersebut dapat
memperkaya ilmu dan pengetahuan yang dibelajarkan.

Karakteristik Film Dokumenter

2.4.1 Pengertian Film Dokumenter

Berbicara mengenai media, maka erat kaitannya dengan istilah film.
“Keberadaan film telah diciptakan sebagai salah satu media komunikasi masa
yang benar-benar disukai bahkan sampai sekarang. Lebih dari tujuh puluh
tahun terakhir ini film telah memasuki kehidupan umat manusia yang sangat
luas lagi beraneka ragam” (lliliweri, 1991, him. 153). Film diminati oleh
hampir seluruh lapisan masyarakat. Terbukti dengan eksistensi industri film
dunia yang senantiasa berkembang dari tahun ke tahun.

Film adalah salah satu jenis media audio visual, artinya penyampaian
informasi dalam film mengandalkan pendengaran dan penglihatan.
Keberadaan film bukan hanya dapat menjadi sarana hiburan, tetapi juga dapat
digunakan sebagai sarana edukasi dalam pembelajaran. Rohani (1997, him.
98) mengemukakan beberapa kelebihan media film dibandingkan media yang
lain dalam proses pembelajaran, yaitu:

a. Penerimaan pesan akan memperoleh tanggapan yang lebih jelas dan
tidak mudah dilupakan, karena antara melihat dan mendengar dapat
dikombinasikan menjadi satu.

b. Dapat menikmati kejadian dalam waktu yang lama pada suatu proses
atau peristiwa tertentu.

c. Dengan teknik slow-motion dapat mengikuti suatu gerakan atau
aktiitas yang berlangsung cepat.

d. Dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu.

e. Dapat membangun sikap, perbuatan dan membangkitkan emosi dan
mengembangkan problema.

Keunggulan media film tersebut dapat menjadi dasar atas pemilihan
media film sebagai sebuah media pembelajaran. Banyaknya kelebihan media
film dibandingkan media lainnya juga menjadi aspek dalam penerapan media
itu secara berkala. Proses pembelajaran menggunakan media film sangat baik
diterapkan pada peserta didik, khususnya peserta didik di tingkat Sekolah
Menengah Atas yang memang sedang masanya menggandrungi penggunaan

media.
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Di zaman modern ini, telah muncul berbagai film dengan mengusung
genre yang beragam seperti horor, drama, aksi, romantisme, science-fiction,
musikal, komedi, dan sebagainya. Setiap film biasanya memiliki kesesuaian
tema dan alur cerita berdasarkan jenis film itu sendiri. Effendy (2003, him.
210) mengelompokkan film kedalam empat jenis, antara lain:

a. Film Cerita
Film cerita (story film) adalah jenis film yang mengandung suatu
cerita fiktif atau berdasarkan kisah nyata yang dimodifikasi, sehingga
ada unsur menarik, baik dari jalan ceritanya maupun dari segi
artistinya.

b. Film berita
Film berita atau newsreel adalah film mengenai fakta, peristiwa yang
benar-beanr terjadi. Kriteria berita itu adalah penting dan menarik

c. Film dokumenter
Film dokumenter didefenisikan oleh Robert Flaherty sebagai “karya
ciptaan mengenai kenyataan (creative treatment of actuality) berbeda
dengan film berita yang merupakan rekaman kenyataan, maka film
dokumenter adalah hasil interpretasi pribadi (pembuatnya mengenai
kenyataan tersebut).

d. Film kartun
Film kartun (cartoon film) dibuat untuk konsumsi anak-anak, seperti
Donald duck, Snow White, dan Mickey Mouse).

“Film dokumenter itu sendiri adalah sebuah garapan film yang
berisikan kejadian-kejadian sebenarnya atau tidak fiktif dan dipresentasikan
lagi dangan menarik secara objektif yang mempunyai tujuan tertentu”
(Rikarno, 2015, hlm. 139). Pendapat ini menggaris bawahi makna film
dokumenter merupakan film yang bersifat real atau nyata dengan tujuan
pembuatan film yang berbeda-beda. Sedangkan film dokumenter menurut
Paul Rotha (dalam School, 2014), “secara definisi dokumenter bukan merujuk
pada subyek atau sebuah gaya, namun dokumenter adalah sebuah pendekatan.
Pendekatan dalam film dokumenter berbeda dari film cerita. Bukan karena
tidak dipedulikannya aspek kriya (craftsmanship) dalam pembuatannya,
tetapi dengan sengaja justru memperlihatkan bagaimana kriya tersebut
digunakan™. Dari definisi tersebut diketahui bahwa tujuan utama dari film
dokumenter bukanlah cerita, namun terletak pada pesan yang hendak
disampaikan sebagai wujud pendekatan kepada setiap orang Yyang

menyaksikan.
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Menurut Himawan (dalam Rikarno, 2015, him. 139), “film
dokumenter memiliki karakter teknis yang khas yang tujuan utamanya untuk
mendapatkan kemudahan, kecepatan, fleksibelitas, efektifitas, serta otentitas
peristiwa yang akan direkam”. Oleh sebab film dokumenter menggambarkan
sebuah peristiwa yang pernah nyata terjadi, maka dalam pembuatan film
dokumenter perlu diadakan penelitian atau observasi untuk mengetahui
sebuah cerita yang berdasarkan fakta.

Pada penelitian ini, film dokumenter yang digunakan ialah film
dokumenter tentang kewilayahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, serta pertahanan
dan keamanana Negara Republik Indonesia. Ketiga film dokumenter ini
penting untuk disampaikan kepada peserta didik karena banyak nilai-nilai
yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga
peserta didik diharapkan dapat mampu menambah ilmu dan wawasan
kebangsaannya melalui penayangan film tersebut.

2.4.2 Manfaat Penggunaan Media Film Dokumenter

Penggunaan media film dokumenter dalam pembelajaran dipilih
bukan karena tanpa asalan. Terdapat berbagai manfaat dari adanya
penggunaan media film dokumenter itu terutama pada mata pelajaran
Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Meski tidak jauh berbeda dengan
manfaat media lain, tetapi sebagai media audio-visual tentu media film
dokumenter memiliki manfaat yang lebih banyak sebab ada dua jenis media
yang dikolaborasikan. Prastowo (2012, hlm. 302) menjabarkan tentang
manfaat dari penerapan media film dokumenter dalam pembelajaran, antara
lain:

a. Memberikan pengalaman yang tak terduga kepada peserta didik

b. Memperlihatkan secara nyata sesuatu yang pada awalnya tidak
mungkin bisa dilihat.

c. Menganalisis perubahan dalam periode waktu tertentu.

d. Memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk merasakan suatu
keadaan tertentu

e. Menampilkan prestasi studi kasus tentang kehidupan sebenarnya yang
dapat memicu diskusi peserta didik.
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Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa penggunaan media film
dokumenter dapat membantu guru dalam menyajikan materi yang sebenarnya
sulit digambarkan menjadi mudah dilihat dan diamati di dalam kelas. Selain
itu, media film dokumenter juga mampu mencuri perhatian dan fokus peserta
didik agar memperhatikan materi pembelajaran dengan baik. Ketika perhatian
mereka telah didapatkan, artinya peserta didik memiliki minat dan motivasi
belajar terhadap materi yang disampaikan sehingga tidak menutup
kemungkinan akan mempengaruhi perolehan hasil belajar mereka menjadi
lebih baik dari sebelumnya.

2.4.3 Urgensi Media Film Dokumenter

Penerapan media film dokumenter memiliki beberapa keunggulan dan
juga kelemahan. Sanjaya (2008, him. 216) mengemukakan keunggulan dan
kelemahan dalam penggunaan media film tersebut yang meliputi, antara lain:

a. Keuggulan
1) Dapat melatih peserta didik untuk mengembangkan daya imajinasi
yang abstrak.
2) Dapat merangsang partisipasi aktif para peserta didik.
3) Menyajikan pesan dan informasi secara serempak bagi seluruh
peserta didik.
4) Membangkitkan motivasi belajar.
5) Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu.
6) Dapat menyajikan laporan-laporan yang aktual dan orisinil yang
sulit dengan menggunakan media lain.
7) Mengontrol arah dan kecepatan belajar peserta didik.
b. Kelemahan
1) Hanya mampu melayani secara baik untuk mereka yang sudah
mampu berpikir abstrak.
2) Memerlukan peralatan khusus dalam penyajian.
3) Kelas lain bisa saja terganggu ketika penayangan film
berlangsung karena suara keras yang ditimbulkan dapat memecah
konsentrasi belajar peserta didik lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat lebih
banyak keunggulan penggunaan media film dokumenter dibandingkan
dengan kelemahan penggunaannya. Kelemahan yang disebutkan pun lebih
bersifat kendala teknis. Apabila dalam kondisi tertentu yang memungkinkan,
bahkan kelemahan itu bisa saja tidak ditemukan. Seperti pada penerapan
media film dokumenter di SMA Kartika X1X-2 Bandung. Peserta didik yang

berstatus sebagai pelajar Sekolah Menengah Atas sudah dapat dipastikan
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mampu berpikir secara abstrak. Berkaitan dengan peralatan penunjang media
film dokumenter, pada setiap kelas di sekolah itu telah memiliki fasilitas
yang memadai seperti adanya LCD projector, layar putih LCD, dan sound
system. Sedangkan untuk permasalahan suara yang ditimbulkan bisa
diselesaikan dengan mengatur volume suara agar sesuai dengan kebutuhan
dan tidak mengganggu kelas lain. Sehingga dalam pemberlakuannya di
sekolah tersebut, hal-hal yang disebutkan sebagai kelemahan itu tidak lagi
berlaku.

Oleh karena itu, penggunaan media film dokumenter sangat penting
diberlakukan sebab banyak faktor dari kelebihan penerapan media tersebut
dalam menunjang pembelajaran. Hal terpenting dari keunggulan yang telah
disebutkan yaitu melalui pemanfaatan media film dokumenter dapat
membangun motivasi belajar peserta didik. Dengan demikian, hal tersebut
dapat mempengaruhi pula peningkatan pemahaman dan prestasi akademik
para peserta didik.

“Salah satu cara untuk mengatasi masalah pembelajaran adalah perlu
adanya suatu alternatif tindakan. Alternatif tindakan tersebut dilakukan
dengan menerapkan salah satu inovasi media pembelajaran pada materi
tertentu pada proses belajar” (Hidayah, dkk., 2016, hlm. 92). Dalam
pembelajaran PPKn khususnya, inovasi media pembelajaran tersebut meliputi
pemanfaatan media yang sesuai dengan bahan ajar. Pemilihan media
pembelajaran yang paling tepat digunakan untuk meningkatkan pemahaman
dalam pembelajaran PPKn adalah melalui media film dokumenter.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu
mata pelajaran wajib pada seluruh tingkatan satuan pendidikan, baik
pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun perguruan tinggi. Hidayah
(2016, him. 91) mengungkapkan dalam Jurnal Penelitian Pendidikan bahwa
“aspek-aspek yang menjadi lingkup mata pelajaran ini, mencakup persatuan
dan kesatuan bangsa, norma hukum dan peraturan, hak asasi manusia,
kebutuhan warga negara, kekuasaan dan politik, Pancasila, dan globalisasi”.
Ruang lingkup mata pelajaran PPKn ini dimaknai dengan istilah wawasan

kebangsaan atau wawasan nusantara.
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“Wawasan nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber
pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945” (Warka, 2011, hlm 46). Materi
mengenai wawasaan kebangsaan ini biasanya banyak dijumpai dalam sebuah
film dokumenter. Hal ini dikarenakan film dokumenter memuat dokumentasi
mengenai gambaran kisah atau peristiwa yang secara langsung diperankan
oleh narasumber. Seperti contohnya yaitu film dokumenter tentang pidato
Bung Tomo pada pertempuran melawan penjajah di Surabaya tanggal 10
November 1945 atau film tentang kehidupan masyarakat adat di Papua. Dari
film semacam itulah, terkandung nilai-nilai yang memenuhi aspek-aspek
ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Dengan demikian, melalui pemanfaatan media film dokumenter dalam
pembelajaran PPKn bukan hanya mampu menstimulus peserta didik untuk
lebih memperhatikan kegiatan pembelajaran tersebut, tetapi juga dapat
menjadi sebuah sarana yang efektif dan interaktif dalam menyampaikan
materi wawasan kebangsaan dalam  Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan.

2.4.4 Strategi Penerapan Media Film Dokumenter dalam Pembelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Film merupakan salah satu dari jenis media audio-visual. Selain
menjadi sebuah media hiburan, film juga dapat digunakan sebagai media
sumber pembelajaran. Tidak dapat dipungkiri pada era digital kini peserta
didik akan lebih tertarik untuk menyimak pembelajaran yang disampaikan
melalui media film dibandingkan dengan pembelajaran yang bersifat
konvensional seperti metode ceramah.

Pemerintah dalam hal ini pun telah menyadari bahwa peserta didik
saat ini membutuhkan sesuatu yang bisa menarik perhatiannya untuk belajar,
sehingga pemerintah melakukan sinkronisasi antara pendidikan dan tendensi
remaja. Salah satu wujunya yaitu termuat pada Pasal 4 Undang-Undang
Republik Indonesia No. 33 tahun 2009 tentang perfilman yang berbunyi
“perfilman mempunyai fungsi: budaya, pendidikan, hiburan, informasi,

pendorong karya kreatif dan ekonomi”. Dari ketentuan Undang-Undang
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tersebut diketahui bahwa pemerintah mendukung peranan film sebagai media
pendidikan maupun media pembelajaran.

Rikarno (2015, him. 132) menyatakan “dari ke empat jenis film yang
ada, film dokumenter menjadi pilihan cocok untuk dijadikan sumber belajar
olen guru di sekolah bagi siswa-siswanya. Karena film dokumenter
merupakan penuturan fakta-fakta yang sebenarnya sehingga tidak ada
perekayasaan dalam produksinya”. Film dokumenter yang tepat untuk
disajikan dalam pembelajaran PPKn adalah film-film yang mengangkat tema
kebangsaan, nasionalisme, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan negara
Indonesia.

2.5 Pemahaman Wawasan Kebangsaan Siswa
2.5.1 Karakteristik Peserta Didik

Salah satu komponen pembelajaran di satuan pendidikan ialah adanya
peserta didik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik didefinisikan sebagai “anggota
masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses
pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
tertentu”. Artinya setiap peserta didik melakukan upaya untuk dapat
mengoptimalkan  kemampuan pribadinya melalui  berbagai tahapan
pembelajaran.

Peserta didik memiliki peran penting dalam menjalankan sebuah
pembelajaran. Pada kegiatan belajar mengajar di sekolah, peserta didik
dinilai sebagai subjek didik yang otonom sehingga saat ini diberlakukan
sistem pembelajaran student center atau pembelajaran yang berpusat kepada
peserta didik itu sendiri. Maka dari itu, seorang pendidik perlu memahami
berbagai karakteristik dari peserta didik tersebut agar sistem pembelajaran
dapat berlangsung dengan baik dan sesuai. Desmita (2012, hlm. 40)
menjabarkan tentang karakteristik peserta didik yang harus dipahami itu
terdiri dari:

a. Peserta didik adalah individu yang memiliki potensi fisik dan psikis
yang khas sehingga ia merupakan insan yang unik.

b. Peserta didik adalah individu yang sedang berkembang.

c. Peserta didik adalah individu yang membutuhkan bimbingan dan
perlakuan manusiawi.



32

d. Peserta didik adalah individu yang memiliki kemampuan untuk
mandiri.

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa karakteristik
peserta didik merupakan individu yang memiliki potensi dan kemampuan
untuk berkembang dengan diselenggarakannya suatu bimbingan atau
pendidikan. Individu dikategorikan sebagai peserta didik ketika dirinya
menempuh jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Tingkatan
pendidikan bagi peserta didik terdiri dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Pada jenjang Sekolah Dasar, peserta
didik didominasi oleh anak-anak direntang usia enam hingga dua belas tahun
sehingga pembelajaran yang dilakukan bersifat konkret. Sedangkan peserta
didik pada Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas
diberlakukan sistem pembelajaran yang bersifat abstrak karena pola
pemikirannya telah berkembang sesuai dengan usianya yang menginjak
remaja.

2.5.2 Konsep dan Indikator Pemahaman

Apabila mengkaji tentang pemahaman, maka tidak akan lepas
kaitannya dengan teori belajar yang dikemukakan oleh Bloom. “Berdasarkan
taksonomi Bloom, pengajaran terbagi atas bidang kognitif, afektif, dan
psikomotor” (Komarudin dan Sukardjo, 2012, him. 8). Ranah kognitif adalah
ranah yang mencakup kegiatan otak. Artinya, segala upaya yang menyangkut
aktivitas otak termasuk ke dalam ranah kognitif. “Adapun aspek kognitif dari
tingkatan pengetahuan menurut Bloom antara lain tingkat pengetahuan,
pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi” (Sudaryono, 2012,
him. 43). Berdasarkan pendapat tersebut, kategori pemahaman termasuk pada
tingkatan pengetahuan yang kedua (C2).

Selain mengenal aspek kognitif, pada taksonomi Bloom juga terdapat
ranah afektif dan psikomotor. Menurut Sudaryono (2012, him. 46), “ranah
afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sedangkan ranah
psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan (skill) atau
kemampuan bertindak setelah sesorang menerima pengalaman belajar

tertentu”. Ketiga area pembelajaran tersebut memiliki hubungan satu sama
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lain. Contohnya, ketika seseorang hendak memiliki kemampuan psikomotor
yang baik, maka sebelumnya dia perlu memahami pengetahuan dasar dari
kemampuan tersebut.

Memasuki pembelajaran dengan kurikulum 2013, teori taksonomi
Bloom yang dahulu biasa digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembelajaran
itu digantikan oleh teori perbaikan taksonomi Bloom yang dikemukakan
Anderson dan Krathwohl. “Anderson dan Krathwohl melakukan revisi
mendasar atas klasifikasi kognitif yang pernah dikembangkan oleh Bloom,
yang dikenal dengan Revised Bloom’s Taxonomy (Revisi Taksonomi
Bloom)” (Anderson dan Krathwohl, 2002, hlm. 214). Artinya pada taksonomi
tersebut, perbaikan lebih menekankan kepada ranah kognitif. Menurut
Anderson dan Krathwohl (2002, hlm. 215), “tingkatan proses kognitif hasil
belajar berdasarkan revisi taksonomi Bloom ini bersifat hierarkis, yang
berarti kategori pada dimensi proses kognitif disusun berdasar tingkat
kompleksitasnya”. Seperti misalkan tingkatan mengaplikasikan lebih
kompleks dari memahami, atau memahami lebih kompleks dari pada
mengingat, dan sebagainya.

Anderson dan Krathwohl (2002, him. 216) membagi aspek kognitif
menjadi enam jenjang yang diurutkan sebagai berikut:

a. Mengingat (remembering), kategori ini mencakup dua macam proses
kognitif yaitu mengenali dan mengingat.

b. Memahami (understanding), pemahaman menuntut peserta didik
menunjukkan bahwa mereka telah mempunyai pengertian yang
memadai untuk mengorganisasikan dan menyusun materi-materi yang
telah diketahui.

c. Menerapkan (applying), penerapan mencakup penggunaan suatu
prosedur guna menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas.

d. Menganalisis (analyzing), adalah menguraikan suatu permasalahan
atau objek ke unsur-unsurnya dan menentukan bagaimana keterkaitan
antar unsur tersebut.

e. Mengevaluasi (evaluating), membuat suatu pertimbangan berdasarkan
kriteria dan standar yang ada. Ada dua macam proses kognitif dalam
kategori ini yaitu memeriksa dan mengkritik.

f. Mencipta (creating), ialah menggabungkan beberapa unsur menjadi
suatu bentuk kesatuan. Ada tiga macam proses kognitif dalam
kategori ini yaitu membuat, merencanakan dan memproduksi.
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Aspek kognitif pada taksonomi tersebut menempatkan pemahaman
pada tingkatan yang kedua. Menggali pemahaman dimaksudkan agar peserta
didik mampu menjelaskan, mengorganisasikan, serta menyusun materi-
materi yang telah diketahuinya. Kata operasional yang sering digunakan
untuk menggambarkan sebuah pemahaman dalam pembelajaran antara lain
menafsirkan, mengklasifikasikan, menjelaskan, mengelompokkan,
mengidentifikasi, menempatkan, dan menerjemahkan.

Selain kedua teori tentang pemahaman tersebut, terdapat pula
beberapa pendapat ahli lain mengenai pemahaman. “Pemahaman atau dikenal
pula dengan istilah comprehension merupakan kemampuan seseorang untuk
mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat”
(Sudaryono, 2012, him 44). Hal ini bermakna bahwa proses pemahaman
terjadi ketika input atau pemasukan pengetahuan dari hasil pembelajaran
telah dilaksanakan. Sementara menurut Uno dan Mohamad (2015, him. 56),
“pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan,
dan menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang
pengetahuan yang pernah diterimanya”. Berdasarkan pendapat tersebut,
pemahaman bermakna sebagai kemampuan lanjutan dari suatu pengetahuan
yang telah dimengerti.

Sudjana (2009, him. 24) menyatakan bahwa pemahaman dapat
dibedakan menjadi tiga macam yaitu pemahaman tingkat rendah, tingkat
kedua, dan tingkat ketiga.

Pemahaman terendah ialah pemahaman yang hanya sebatas
menerjemahkan. Pemahaman tingkat kedua adalah pemahaman
penafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan
yang diketahui selanjutnya. Pemahaman ketiga adalah pemahaman
ekstrapolasi yang dapat melihat makna di balik yang tertulis atau
dapat meramalkan konsekuensi suatu masalah.

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa pemahaman tidak selalu
identik dengan upaya menafsirkan sesuatu. Lebih dari itu, pemahaman
bahkan mencapai batas ekstrapolasi yang merupakan kemampuan intelektual
atau daya pikir yang cukup tinggi.

Susanto (2016, hlm. 7-8) menjelaskan bahwa pemahaman dapat

dibedakan menjadi beberapa aspek dengan kriteria sebagai berikut.
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a. Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan
menginterpretasikan sesuatu.

b. Pemahaman bukan sekadar mengetahui.

c. Pemahaman lebih dari sekadar mengetahui karena pemahaman
melibatkan proses mental yang dinamis.

d. Pemahaman merupakan proses bertahap yang masing-masing
mempunyai kemampuan tersendiri.

Kriteria pemahaman itu menunjukkan bahwa pada tahap tingkatan
pemahaman, peserta didik dituntut bukan hanya untuk mengetahui sesuatu
tetapi dapat menjelaskan kembali pengetahuannya tersebut dengan
menginterpretasikan melalui bahasa dan pemikirannya sendiri. Sehingga
dengan kata lain, seseorang bisa dikategorikan memiliki pemahaman apabila
dapat mengolah hasil dari proses mengingat pengetahuan menjadi
kemampuan menjabarkan pengetahuan tersebut.

Indikator pemahaman dapat diamati dari aktivitas peserta didik dalam
proses pembelajaran. Peserta didik dapat dinilai memahami apabila dirinya
telah memenuhi indikator pemahaman. Adapaun indikator pemahaman
tersebut menurut Anderson dan Krathwohl (2010, him. 106-114) meliputi:

a. Menafsirkan, peserta didik dapat memahami jika mereka mampu
menafsirkan atau mengubah suatu informasi dari satu bentuk ke
bentuk lain.

b. Mencontohkan, peserta didik dapat mencontohkan jika mereka
mampu memberikan contoh tentang suatu konsep atau prinsip umum.

c. Mengklasifikasikan, peserta didik dapat mengklasifikasikan jika
mereka mampu mengetahui bahwa sesuatu termasuk ke dalam
kategori tertentu.

d. Merangkum, peserta didik dapat merangkum jika mereka mampu
mengemukakan suatu kalimat yang merepresentasikan informasi yang
diterima atau mengabstraksi sebuah tema.

e. Menyimpulkan, peserta didik dapat menyimpulkan jika mereka
mampu menemukan pola dalam sejumlah contoh.

f. Membandingkan, peserta didik dapat membandingkan jika mereka
mampu mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih
objek, peristiwa, ide, masalah atau situasi.

g. Mejelaskan, peserta didik dapat menjelaskan jika mereka mampu
membuat dan menggunakan konsep sebab akibat dalam sebuah
sistem.

Indikator pemahaman menurut pendapat ahli tersebut awalnya dapat
diamati dari proses menafsirkan. Setelah peserta didik dianggap mampu,

dilanjutkan dengan indikator mencontohkan dan mengklasifikasikan. Lalu
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merangkum, menyimpulkan, membandingkan, dan tahap terakhir yakni
menejelaskan. Indikator pemahaman itu kemudian disederhanakan kembali
menjadi tiga macam. Berdasarkan pendapat Daryanto (2008, him. 106),
kemampuan pemahaman dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Menerjemahkan (translation), pengertian menerjemahkan di sini
bukan saja pengalihan arti dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lain,
tetapi juga dari konsepsi abstrak mejadi suatu model yaitu model
simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya.

b. Menginterpretasi (interpretation), kemampuan ini lebih luas dapri
pada menerjemahkan. Ini adalah kemampuan untuk mengenal dan
memahami. lde utama dari suatu komunikasi.

c. Mengekstrapolasi (extrapolation), sedikit berbeda  dari
menerjemahkan dan menafsirkan, tetapi lebih tinggi sifatnya.
Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi.
Seorang peserta didik dapat dikatakan sudah bisa memahami

manakala dia memenuhi indikator yang disebutkan di atas. Apabila salah satu
saja indikator belum tercapai, maka peserta didik itu belum dapat
dikategorikan memahami materi yang disampaikan. Sehingga masih perlu
ada pengkajian dan pembelajaran ulang hingga peserta didik sampai pada
tahap memahami.

2.5.3 Pengertian dan Tujuan Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan biasa disebut juga dengan istilah wawasan
nusantara atau wawasan nasional Indonesia. Wawasan kebangsaan muncul
sebagai suatu konsepsi penyelenggaraan kehidupan bagi Negara Kesatuan
Republik Indonesia. “Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin
kelangsungan hidup, keutuhan wilayah, serta jati diri bangsa” (Sumarsono,
2007, him. 54). Wawasan kebangsaan meletakkan prinsip pemikirannya pada
ideologi Pancasila dan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

“Kata wawasan itu sendiri berasal dari wawas (bahasa Jawa) yang
artinya melihat atau memandang. Dengan penambahan akhiran “an” kata ini
secara harfiah berarti cara penglihatan atau cara tinjau atau cara pandang”
(Sumarsono, 2007, him. 55). Cara pandang yang dimaksud adalah cara
pandang warga negara dalam melihat dirinya sebagai bagian dari entitas

negara Indonesia. Sedangkan pengertian wawasan kebangsaan berdasarkan
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Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1993 dan 1998 tentang
GBHN adalah “cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan
lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta
kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional”. Sama halnya
dengan definisi sebelumnya, wawasan kebangsaan ini bermakna sebagali
suatu cara pandang mengenai diri dan lingkungan yang menjadi kesatuan dari
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengertian lain dari wawasan kebangsaan dikemukakan oleh Usman
(dalam Warka, 2011, him. 46) yaitu “cara pandang bangsa Indonesia
mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua
aspek kehidupan yang beragam”. Dengan kata lain, wawasan kebangsaan
dapat pula diartikan sebagai tinjauan pemikiran terhadap kehidupan
berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara sepatutnya wajib memiliki
wawasan kebangsaan, sebab melalui wawasan kebangsaan dalam diri setiap
warga negara Indonesia akan menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap
tanah air yang dapat pula mengembangkan rasa memiliki (self-belonging)
yang besar pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan wawasan kebangsaan memiliki tujuan secara umum
yaitu untuk menginternalisasi pemahaman warga negara terhadap negara
Indonesia secara menyeluruh berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan tujuan khusus dari
penyelenggaraan wawasan kebangsaan tersebut tercantum dalam Pasal 3
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012
tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan yaitu “mengoptimalkan
pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan
penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Berdasarkan tujuan tersebut diketahui bahwa mengembangkan dan
melaksanakan nilai kebangsaan merupakan indikator dari penyelenggaraan

wawasan kebangsaan.
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2.5.4 Kedudukan Wawasan Kebangsaan

“Wawasan kebangsaan sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia
merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak
terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan
mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional” (Sumarsono, 2007, 89). Setiap
warga negara Indonesia wajib memahami wawasan kebangsaan untuk
membentuk masyarakat yang beridentitas, berintegritas, serta bermoral
Pancasila.

Sumarsono (2007, him 89) menyatakan bahwa wawasan nusantara
atau disebut juga wawasan kebangsaan dalam paradigma nasional dapat
dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut:

a. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara

berkedudukan sebagai landasan idil.

b. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara,
berkedudukan sebagai landasan konstitusional.

c. Wawasan nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai
landasan visional.

d. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai
landasan konsepsional.

e. GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan
dasar nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional.

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa wawasan kebangsaan
memiliki kedudukan sebagai landasan visional. Artinya wawasan kebangsaan
merupakan dasar pemikiran negara Indonesia dalam memandang persoalaan
hidup berbangsa dan bernegara. Adanya wawasan kebangsaan sebagai sebuah
visi nasional diharapkan agar dapat memperkokoh kedaulatan negara serta
integritas warga negara yang beridentias atau berjati diri Pancasila.

2.5.5 Dasar Pemikiran Wawasan Kebangsaan Siswa

“Gagasan untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan
merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya,
yang dikenal dengan wawasan kebangsaan atau wawasan kebangsaan
nasional Indonesia dan diberi nama wawasan nusantara disingkat dengan
wasantara” (Warka, 2011, him 47). Dasar pemikiran utama dari gagasan ini
ialah bersumber dari landasan idil dan landasan konstitusional Negara

Republik Indonesia.
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Selain berlandaskan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wawasana kebangsaan juga didasari
oleh beberapa aspek lainnya. Menurut Sumarsono (2007, him. 63), “wawasan
kebangsaan tersebut dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa
Indonesia dan geopolitik Indonesia”. Berkaitan dengan hal ini, kekuasaan
bangsa Indonesia sejatinya dipegang oleh pemilik kedaulatan tertinggi negara
yaitu kedaulatan rakyat.

“Wawasan kebangsaan tidak mengembangkan ajaran tentang
kekuasaan dan adu kekuatan, karena hal tersebut mengandung benih-benih
persengketaan dan ekspansionisme” (Sumarsono, 2007, 63). Kekuasaan yang
dimaksud sebagai pembentuk wawasan kebangsaan ialah kekuasaan dalam
menentukan dan menyelenggarakan politik nasional yang sesuai dengan
ideologi Pancasila.

Sedangkan mengenai paham geopolitik Indonesia, erat kaitannya
dengan tatanan geografi negara Indonesia. Dalam paham ini berkembang
konsep tentang archipelago. “Konsep archipelago menyatakan prinsip bahwa
laut di Indonesia bukan berperan sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu
bangsa. Sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai
tanah air” (Sumarsono, 2007, 63). Konsep ini menekankan pada aspek
persatuan Indonesia.

Secara keseluruhan, dasar pemikiran wawasan kebangsaan di
Indonesia tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan
Kebangsaan. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa pendidikan wawasan
kebangsaan meliputi pemahaman tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal lka, dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

2.5.6 Arti Penting Wawasan Kebangsaan bagi Siswa

“Wawasan kebangsaan adalah cara pandang atau cara melihat
eksistensi diri suatu bangsa baik dalam konteks keberadaannya sebagai
entitas yang utuh dan bulat maupun dalam konteks hubungan timbal baliknya
dengan lingkungan sekitar” (Martodirdjo, 2008, him. 2). Artinya wawasan
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kebangsaan itu tercipta ketika masyarakat dapat memandang dan memaknai
dirinya sendiri sebagai kesatuan dari suatu bangsa dan negara.

Menurut Martodirdjo (2008, him. 2), “wawasan atau cara pandang ini
akan menghasilkan adanya semangat dan rasa kebangsaan sebagai kekuatan
atau daya juang utama dalam menjaga dan mempertahankan identitas dan
harga diri bangsa yang bersangkutan terutama dalam rangka hubungan dan
pergaulan antar bangsa-bangsa”. Sebuah bangsa yang memiliki wawasan
kebangsaan diindikasikan memiliki jati diri tentang dirinya secara utuh.
Dalam hal ini, negara Indonesia memusatkan pemahaman jati dirinya pada
sebuah ideologi yang disepakati yang disebut dengan Pancasila.

Konsepsi utama dalam wawasan kebangsaan bersumber dari kata
nusantara dan kenusantaraan. Martodirdjo (2008, him. 8) menyatakan bahwa
“makna nusantara ditekankan pada kesatuan wilayah, sedangkan makna
kenusantaraan ditekankan pada kesatuan kehidupan yang berada di dalam
kesatuan wilayah tersebut. Dalam perspektif geopolitik, keduanya dikenal
sebagai dua dimensi pemikiran yaitu dimensi kewilayahan dan dimensi
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Kedua dimensi itu
saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain.

“Dalam konteks menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan
Indonesia, implementasi Pancasila baik sebagai dasar negara ataupun sebagai
pandangan hidup bangsa akan ditekankan pada keterkaitannya dengan
fenomena budaya masyarakat Indonesia yang sangat pluralis” (Martodirdjo,
2008, him 11). Multikulturalisme di Indonesia merupakan suatu keniscayaan.
Setiap individu memiliki keunikan masing-masing dalam latar belakang
kehidupannya baik dari segi agama, suku, bahasa, budaya, dan sebagainya.

“Hal ini secara konseptual menyiratkan nilai-nilai Pancasila yang
berfungsi dan berperan sebagai kekuatan yang memusat (sentripetal) bagi
masyarakat Indonesia yang pluralistis” (Martodirdjo, 2008, him 12). Oleh
karena itu, sangat penting untuk mengembangkan wawasan kebangsaan pada
pribadi masyarakat Indonesia agar dapat memperkokoh integritas warga

negara Indonesia yang beridentitas dan berjati diri Pancasila.
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2.6 Kerangka Pemikiran
Berdasarkan kepada beberapa teori yang telah dijelaskan dalam kajian
pustaka, maka muncul desain penelitian yang akan dilaksanakan. Gambaran

penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

//:| Penggunaan Media Film dokumenter \\

ﬁ Wilayah Negara Kesatuan\

N Republik Indonesia L

Pendidik 2. Kemerdekaan beragama dan Peserta

berkepercayaan di Indonesia Didik

= 3. Sistem pertahanan dan

keamanan Negara Republik

K Indonesia /
4

t> Pemahaman Wawasan Kebangsaan <:—’_/

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas diketahui bahwa aspek utama
yang mendasari penelitian ini adalah penerapan penggunaan media film
dokumenter. Penerapan penggunaan media film dokumenter tersebut
disiapkan dan dilakukan oleh pendidik untuk diberikan atau dibelajarkan
kepada peseerta didik. Pada skema itu posisi pendidik dan peserta didik
diletakkan sejajar karena menurut kurikulum 2013, peserta didik berperan
sebagai subjek belajar yang artinya antara pendidik dan peserta didik sama-
sama dapat mempengaruhi maupun dipengaruhi dalam kegiatan
pembelajaran.

Pada pelaksanaannya, pembelajaran menggunakan media film
dokumenter ini memuat tiga materi yaitu tentang wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di
Indonesia, serta sistem pertahanan dan keamanan Nergara Republik
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Indonesia. Ketiga materi tersebut terangkum dalam sebuah bab mengenai
ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Muara dari dilakukannya pembelajaran menggunakan media film
dokumenter itu dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman wawasan
kebangsaan peserta didik, sehingga diharapkan pembelajaran Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan yang berlangsung dapat menjadi lebih
berkualitas dan bermakna dengan adanya peningkatan wawasan kebangsaan
yang dipengaruhi oleh pemanfaatan media film dokumenter dalam
pembelajaran tersebut.

2.7 Penelitian yang Relevan

Berikut ini merupakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah
dilakukan oleh peneliti sebelumya yang membahas tentang penelitian yang
relevan atau berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Elis Nurjanah (2013) dalam tesisnya
yang berjudul “Pengaruh Media Film terhadap Motivasi Belajar
Siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN)”.
Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode
penelitian quasi eksperimen pada kelas XI di SMA | Karangnunggal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh media film
terhadap motivasi belajar siswa dalam pembelajaran PKN.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, guru yang menyampaikan
materi pelajaran dengan menggunakan audio visual lebih mudah
untuk diingat dibandingkan apabila guru mengajar tanpa dilengkapi
media audio visual.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rifki Nurwan Aziz (2016) dalam
skripsinya yang berjudul “Penggunaan Media Film dalam
Mengembangkan Nasionalisme Siswa”. Penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus pada kelas
Il B di SD Lab. School Universitas Pendidikan Indonesia. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media film sebagai media

pembelajaran untuk mengembangkan nasionalisme siswa kelas 3B SD
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Lab. School UPI Bandung dapat membina perilaku siswa yang
menujukan nilai-nilai nasionalisme. Hal ini berdasarkan pelaksanaan
pembelajaran yang mengintegrasikan media film dalam rencana
pelaksanaan pembelajaran untuk mengembangkan nasionalisme

siswa.



